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Abstract: The problem of transhipment is a matter of transitional transport or modified
transportation issues. This transit place can receive supplies and can deliver goods. The main
purpose of the transshipment problem is to minimize the cost of the distribution of goods
delivered from the place of origin to the destination even though through the transit point. The
problem in this research is with the policy of transhipment issued by Indonesian government
causing negative impact to fishery industry, especially processed fishery product in Thailand
country The eradication of fish theft in Indonesian waters had a direct impact on Thailand's
fishery exports which affected the country's gross domestic product (GDP). Thailand National
Economic and Social Development Board (NESDB) data reveal that the contribution of the
fishery sector to Thailand's GDP has decreased drastically. The average contribution of the
fishery sector to Thailand's GDP has been recorded at 1.6 percent, while in the third quarter
of 2015 it contributed minus 3.1 percent. While the Ministry of Marine Affairs and Fisheries
(KKP) noted in 2013 to second quarter 2014, Thai fishery industry has decreased.
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Abstrak: Masalah transhipment merupakan persoalan transportasi transisi atau persoalan
transportasi yang termodifikasi. Tempat transit ini dapat menerima pasokan dan dapat
mengirimkan barang. Tujuan utama masalah transhipment adalah meminimumkan biaya
distribusi barang yang dikirim dari tempat asal ke tempat tujuan meskipun melalui tempat
transit. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan adanya kebijakan transhipment yang
dikeluarkan pemerintah Indonesia menimbulkan dampak negatif terhadap industri perikanan
terutama produk olahan perikanan di Negara Thailand. Pemberantasan pencurian ikan di
perairan Indonesia berdampak langsung pada anjloknya ekspor perikanan Thailand yang
berimbas kepada produk domestik bruto (PDB) negara tersebut. Data National Economic and
Social Development Board (NESDB) Thailand mengungkapkan kontribusi sektor perikanan
terhadap PDB Thailand mengalami penurunan drastis. Kontribusi rata-rata sektor perikanan
terhadap GDP Thailand selama ini tercatat sebesar 1,6 persen, sedangkan di kuartal 111 2015
kontribusinya minus 3,1 persen. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
mencatat pada 2013 sampai kuartal Il 2014, industri perikanan Thailand mengalami
penurunan.

Kata kunci: Kebijakan transhipment, ekspor, industri perikanan .

A.Pendahuluan

Penelitian ini akan menjelaskan dampak kebijakan transhipment oleh Indonesia pada
industri produk olahan ikan Thailand. Dimana hal yang menarik yang membuat peneliti
melakukan penelitian ini yaitu kebijakan transshipment yang dikeluarkan pemerintah
Indonesia dapat berpengaruh negatif pada sektor industri Thailand yang berkaitan dengan
industri produk olahan ikan. Pemberantasan pencurian ikan di perairan Indonesia berdampak
langsung pada anjloknya ekspor perikanan Thailand yang berimbas kepada produk domestik
bruto (PDB) negara tersebut. Data National Economic and Social Development Board
(NESDB) Thailand mengungkapkan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB Thailand
mengalami penurunan drastis. Kontribusi rata-rata sektor perikanan terhadap GDP Thailand
selama ini tercatat sebesar 1,6 persen, sedangkan di kuartal 111 2015 kontribusinya minus 3,1
persen. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat pada 2013 sampai
kuartal 11 2014, industri perikanan Thailand mengalami penurunan. Kemudian mulai membaik
dari pertengahan kuartal 111 sampai pertengahan kuartal 1V. Namun sejak itu, industri
perikanan Thailand terus menurun hingga saat ini. Salah satu penyebab utamanya adalah
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kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mulai memberantas kapal
penangkap ikan ilegal dan moratorium bekas kapal asing di kuartal 1V 2014.

Susi Pudjiastuti selalu menunjukkan sikap tegas lantaran industri pengolahan ikan di
Asia Tenggara dikuasai oleh Thailand dan Filipina. Sementara Indonesia sebagai pemilik
lautan terluas dan garis pantai terpanjang di Asia Tenggara hanya menduduki posisi ketiga.
"Ini sangat memalukan. Sebaiknya kita semua benar-benar serius untuk menata ini kembali
supaya bisa menjadi nomor satu di ASEAN," kata Menteri Kelautan dan Perikanan itu.
Geramnya Menteri Susi juga didasari atas tingginya ekspor ikan Thailand dan Filipina akibat
bebasnya mereka memancing di perairan Indonesia.

Lemahnya penegakan hukum terhadap pencurian ikan (illegal fishing) pada masa lalu
membuat nelayan dan perusahaan penangkapan ikan Thailand dan Filipina bebas menangkap
ikan di Indonesia dan kemudian membawanya ke negara mereka untuk diolah dan diekspor.
"Tragisnya ikan yang mereka ambil ada juga yang diekspor ke Indonesia. Jadi, kita membeli
ikan yang mereka ambil dari kita," kata Susi dalam Kompas.com. Menteri Susi pun ingin
merebut gelar negara pengekspor ikan terbanyak di ASEAN itu dengan menerapkan sejumlah
kebijakan, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan transhipment yang tujuannya adalah
untuk membatasi ruang pencurian yang selama ini terbuka lebar. Penulis melakukan penelitian
ini dengan tujuan yaitu mendeskripsikan alasan dikeluarkannya kebijakan transhipment oleh
pemerintah Indonesia dan menjelaskan bagaimana dampak kebijakan transhipment oleh
Indonesia pada sektor industri Thailand yang berkaitan dengan industri produk olahan ikan
Thailand.

B.Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan
menggunakan jenis penelitian library research, vyaitu dengan menyusun dan
menginterprestasikan data yang ada, lalu menjelaskannya serta berusaha memaparkan kondisi
yang sedang diteliti dengan menggambarkan dan menelaahnya secara lebih jelas lagi kondisi
tersebut. Faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi, kondisi, dan fenomenanya. Dalam
penelitian pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber maupun cara. Bila dilihat
dari sumber datanya makan pengumpulan data dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber
primer dan sekunder. Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data sedangkan sumber sekunder merupakan sumber tidak langsung yang
memberikan data kepada pengumpul data contohnya melalui orang lain atau dokumen. Dalam
melakukan penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan
dokumentasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
melakukan pengamatan secara langsung dengan menggunakan alat indra untuk mengetahui
data yang terdapat dalam objek penelitian (Arikunto, 2002:204). Observasi akan dilakukan
apabila dalam pelaksanaan penelitian diperlukan untuk klarifikasi data yang telah diperoleh.
Sementara itu, dokumentasi memiliki arti barang-barang yang tertulis. Dalam pelaksanaannya,
peneliti melakukan penyelidikan terhadap terhadap benda-benda tertulis seperti buku, catatan,
notulen, dan sebagainya.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi
sebagai sarana untuk mendapatkan data-data terkait kinerja keuangan, klarifikasi lapangan, dan
pengambilan gambar-gambar yang dianggap perlu dalam penelitian.

C.Hasil dan Pembahasan

Negara eksportir produk perikanan lainnya di kawasan ASEAN selain Indonesia dan
Vietnam adalah Thailand. Secara peta perdagangan dunia, Thailand saat ini (2016) berada
pada posisi 16 dari keseluruhan eksportir perikanan (HS03) dunia. Secara nilai, ekspor produk
perikanan pada periode tahun 2007-2011 mengalami trend peningkatan rata-rata USD
156.836,- per tahun. Namun sejak tahun 2012-2016 kinerja ekspor produk perikanan Thailand
cenderung mengalami penurunan rata-rata sebesar USD 205.976,- per tahun. Kondisi ini
berdampak pada perhitungan indeks RCA yang terus mengalami kecenderungan menurun
sejak tahun 2007 hingga 2016. Pada tahun 2007 indeks RCA produk perikanan Thailand
sebesar 3,23 menjadi 1,36 pada tahun 2016.
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Melihat pada hasil perhitungan nilai indeks RCA pada ketiga negara tersebut, Hal ini
juga didukung dengan data dari UN COMTRADE dimana tingkat ekspor perikanan Thailand
terus mengalami penurunan.

Nilai Ekspor Perikanan Thailand Dibandingkan Dengan Negara Pesaingnya Periode 2012-
2016

Nilai Ekspor (USD Juta)
25,000

China Viet Nam e p———r > Philippine: Malaysia Singapore

Sumber: ITC Calculation Based on UN COMTRADE

Pada periode tahun 2012-2016, trend nilai ekspor perikanan Thailand terus mengalami
penurunan dan berbanding terbalik dengan Indonesia yaitu negara yang menjadi wilayah
penangkapan ikan kapal-kapal dari Thailand. Menurut Data diatas bahwa nilai ekspor
perikanan Indonesia naik 2,31% per tahun, China naik 2,29% per tahun, Vietnam naik 1,45%
per tahun, Philipina naik 0,32% per tahun sebaliknya Singapura turun 0,66% per tahun,
Malaysia turun 3,62% per tahun dan Thailand turun 7,73% per tahun. Penurunan nilai ekspor
juga sejalan dengan penurunan neraca perdagangan di Thailand. Hal ini menunjukkan sektor
perikanan memberikan sumbangan besar dalam neraca perdagangan di Thailand.
Perbandingan Neraca Perdagangan di Thailand Dengan Negara Pesaingnya Tahun 2012-2016

Nila Neraca (USD Milyar)

Nilai Neraca (USD Ribu)

Sumber: ITC Calculation Based on UN COMTRADE

Sejak awal menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti telah
banyak mengeluarkan kebijakan. Salah satu kebijakan yang dianggap efektif yaitu pelarangan
transhipment atau bongkar muat ikan di tengah laut terbukti membuat negara-negara
konsumen ikan khususnya tuna kekurangan pasokan. Contohnya saja salah satu kota di
Filipina General Santos. Siapa sangka kota General Santos merupakan salah satu eksportir tuna
fresh terbesar di dunia. Padahal menurut Susi tuna fresh di dapat dari Perairan Bitung,
Sulawesi Utara. Susi juga mengungkapkan modus Filipina bisa mendapatkan ikan tuna fresh
dari Bitung Sulawesi Utara. Ikan-ikan tuna itu diangkut oleh nelayan Bitung dan dikirim ke
kapal pengangkut atau tramper Filipina yang sudah menunggu di garis perbatasan. Dari
kegiatan itu setidaknya General Santos mampu mengekspor tuna segar cukup besar setiap
tahunnya yaitu hingga US$ 2 miliar. Sementara sang pemasok yaitu Bitung hanya mampu
mengekspor produk tuna kaleng per tahun sebesar Rp 16 miliar.

Berkurangnya stok ikan kaleng asal Thailand dan Filipina membuka peluang bagi para
pelaku usaha ikan kaleng Indonesia. Akibat kejadian ini Fury mengatakan harga ikan kaleng
Indonesia di Dubai kini bisa bersaing dengan produk Thailand dan Filipina. Saat ini menurut
Fury harga rata-rata ikan kaleng Thailand dan Filipina di Dubai US$ 17/karton. Sedangkan
ikan kaleng Indonesia kini sudah mulai merangkak naik menjadi US$ 16,5-16,75/karton.
Sampai pada tahun 2014 industri pengolahan ikan di Asia Tenggara dikuasai oleh Thailand
dan Filipina. Ekspor ikan olahan dan ikan mentah dari kedua negara tersebut lebih besar
dibandingkan negara di Asia Tenggara lainnya. Sementara itu, Indonesia sebagai pemilik

P-ISSN 2622-9110  Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia 259
E-ISSN 2654-8399




Vol. 4 No.4 Edisi 2 Juli 2022 Ensiklopedia of Journal
http://jurnal.ensiklopediaku.org

lautan terluas dan garis panjang pantai terpanjang di Asia Tenggara hanya menduduki posisi
ketiga. Namun, Kini situasinya mulai berubah dan menurut Menteri Kelautan dan Perikanan
Susi Pudjiastuti bahwa kekuatan industri perikanan di wilayah Asia Tenggara mulai bergeser
ke Indonesia.

Merosotnya produksi perikanan di Thailand berkorelasi positif dengan implementasi
kebijakan luar biasa Pemerintahan Jokowi-JK terkait sektor kelautan dan perikanan. Produksi
mereka berkurang dan tentunya berdampak kepada meningkatnya pengangguran dari sektor
industri perikanan serta terbongkarnya praktik perbudakan yang melibatkan perusahaan
perikanan mereka. Hal yang sangat mengejutkan terjadi di OOC (Our Ocean Conference) 2018
di Nusa Dua Bali, tanggal 29-30 Oktober 2018 yaitu adanya pernyataan minta maaf yang
disampaikan oleh H.E.Luck Wajananawat selaku Deputi Menteri Pertanian dan Koperasi
Thailand. Wajar jika Wajananawat menyatakan bahwa Pemerintah Thailand mulai menyadari
adanya salah kaprah paham ‘open access’ di bidang perikanan. Dimana Pemerintah Thailand
menyadari kurangnya hukum yang efektif dan relevan dengan kebutuhan dunia, tidak adanya
pengelolaan kapal serta keterbatasan upaya pengendalian, monitoring dan penindakan di
tempat dan adanya produk-produk illegal termasuk tenaga kerja.

Karenanya, sejak tahun 2015, tambah Wajananawat, Pemerintah Thailand fokus pada
pembatasan akses di bidang perikanan, menyiapkan aturan perikanan baru, menegakkan
hukum, hingga memastikan Kketertelusuran produk-produk perikanan serta mendorong
kerjasama internasional. Apa yang disampaikannya tersebut senada dengan Hamed Said, Al-
Oufi, Ph. D yang mewakilai Pemerintah Oman. Hamed menyatakan bahwa ada beberapa isu
yang perlu menjadi perhatian dunia yaitu keamanan di laut, perbaikan kondisi pesisir dan laut,
penanganan stok ikan hingga bagaimana membangun keterpaduan melawan IUUF. Pernyataan
menyentuh sanubari datang dari Archbishop Peorro Pioppo, Ambassador of The Holy See yang
menegaskan perlunya perlindungan komunitas nelayan, melindungi hak-hak dan harga diri
mereka.

Pemberantasan pencurian ikan (illeghal fishing) di Perairan Indonesia bukan hanya
membawa dampak pertumbuhan ekonomi di sektor perikanan Indonesia semata. Namun
memukul angka Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan Thailand dan negara lain.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjelaskan, data dari National Economic
and Social Dev Board (NESDB) Thailand mengungkapkan bahwa kontribusi sektor perikanan
terhadap PDB Thailand mengalami penurunan drastis. Kontribusi rata-rata sektor perikanan
terhadap PDB Thailand sekitar 1,6%, sedangkan pada kuartal 111-2015 kontribusinya justru
minus 3,1%. Dengan adanya kebijakan Transhipment yang menjadi upaya untuk memberantas
illegal fishing membuat banyak negara yang mulai kesulitan mendapatkan stock ikan untuk
industri pengolahan perikanannya. Selain negara Jepang yang merelokasi industri produk
olahan ikannya dari Thailand ke Indonesia, kini industri produk olahan ikan Thailand juga
mulai melirik Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan banyak
industri perikanan yang ingin merelokasi industri pengolahannya termasuk Thailand. Hal ini
juga sejalan dengan pernyataan parlemen Thailand pada pertemuan bilateral parlemen
Thailand dengan DPR RI di Bangkok, bahwa Thailand memiliki minat untuk meningkatkan
investasi di bisnis perikanan di Indonesia. Didukung dengan adanya jaminan penangkapan
ikan tidak dilakukan secara illegal sesuai dengan revisi UU Thailand. Minat Thailand ini
dinilai selaras dengan keinginan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengharapkan
adanya pertumbuhan ekonomi sektor perikanan dan kelautan di Indonesia agar dapat
menyentuh angka 12%.

Salah satu perusahaan Thailand yang ingin beroperasi di Indonesia yaitu Perusahaan
Aneka Tuna di Thailand. Perusahaan ini ingin merelokasi bisnisnya kie Indonesia dikarenakan
sulitnya pasokan ikan yang dibutuhkan untuk produksi pengolahan ikan. Disisi lain pemerintah
juga memberikan kebebasan masuknya industri pengolahan ikan ke dalam negeri dengan
konsekuensi dilarang melakukan penangkapan di dalam negeri karena ikan yang diolah adalah
ikan yang berasal dari nelayan dalam negeri. Selain Perusahaan Aneka Tuna ada juga
perusahaan IGO Company Limited Thailand yang ingin beroperasi di Indonesia terutama di
wilayah kabupaten Aceh Utara, provinsi Aceh. Dalam beroperasi perusahaan IGO Company
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Limited Thailand bekerjasama dengan Pemkab Aceh Utara. Kehadiran investor asal Thailand
tersebut, ditandai dengan kunjungan tim investor IGO Company Limited Thailand ke Aceh
Utara dan penandatanganan kesepakatan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh
Utara, yang berlangsung di Pendopo Bupati Aceh Utara. Dengan sektor perikanan yang akan
digarap dikawasan PPl Kuala Cangkoi antara lain, penangkapan ikan, pengolahan ikan serta
industri perikanan lainnya yang memungkinkan untuk dilakukan dan dikembangkan.

D.Penutup

Thailand adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos
dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman
di barat. Ibu kota Thailand adalah Bangkok. Sejak tahun 1960, kebijakan pemerintah telah
mengonversi Thailand dari negara pertanian ke industri. Antara tahun 1985 dan 1995, Thailand
memiliki salah satu tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Negara ini terutama
didorong oleh pembuatan barang untuk ekspor. Indonesia mengeluarkan kebijakan
transshipment dan berdampak terhadap industri pengolahan ikan asal Thailand. Salah satunya
adalah Thail Union Group PCL yang merupakan perusahaan pengalengan tuna terbesar dunia
yang bermarkas di Thailand. Hal ini terjadi karena sebagian besar bahan baku ikan diambil
dari perairan Indonesia yaitu Maluku dan Aru. Pengambilan ini dilakukan menggunakan kapal
Thailand yang dibawa oleh masyarakat Indonesia. Selain itu salah satu kota Filipina yang
merupakan eksportir tuna terbesar di dunia juga mengalam masalah akibat kebijakan
transhipment tersebut yaitu stok yang mengalami penurunan. Kota tersebut yaitu kota di
Filipina General Santos. Di Thailand juga mengalami penurunan pasokan bahan baku ikan
untuk diolah menjadi ikan tuna kaleng. Hal ini disampaikan oleh Furyanto, Kepala Produksi
CV Sari Laut Jaya Unit Pengolahan lkan (UPI) Muncar, Banyuwangi usai pulang dari Dubai,
Uni Emirate Arab. bercerita stok ikan kaleng asal Thailand dan Filipina turun drastis di Dubai.
Dengan menurunnya stock ikan kaleng asal Thailand dan Filipinan berdampak harga semakin
kompetitif dengan Indonesia yang memiliki sumber perikanan yang banyak. Saat ini menurut
Fury harga rata-rata ikan kaleng Thailand dan Filipina di Dubai US$ 17/karton. Sedangkan
ikan kaleng Indonesia kini sudah mulai merangkak naik menjadi US$ 16,5-16,75/karton.
Sampai pada tahun 2014 industri pengolahan ikan di Asia Tenggara dikuasai oleh Thailand
dan Filipina. Ekspor ikan olahan dan ikan mentah dari kedua negara tersebut lebih besar
dibandingkan negara di Asia Tenggara lainnya. Sementara itu, Indonesia sebagai pemilik
lautan terluas dan garis panjang pantai terpanjang di Asia Tenggara hanya menduduki posisi
ketiga. Namun, kini situasinya mulai berubah dan menurut Menteri Kelautan dan Perikanan
Susi Pudjiastuti bahwa kekuatan industri perikanan di wilayah Asia Tenggara mulai bergeser
ke Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi surplus dalam perdagangan sektor
perikanan Indonesia. Pada tahun 2013 nilai ekspor perikanan mencapai USD2,86 miliar,
kemudian pada 2014 naik menjadi USD3,1 miliar. Untuk periode Januari sampai September
2015, Indonesia adalah negara yang paling unggul dalam hal ekspor komoditas tuna, tongkol,
dan cakalang (TTC). Berdasarkan data UN Comtrade periode Januari-September 2015, impor
TTC dari Indonesia naik 267 persen atau 16,1 ribu ton. Kata Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk KKP, Nilanto Perbowo kepada Liputan6.com, nilainya mencapai USD127,4 juta.
Sebaliknya, Thailand mengalami penurunan volume sebanyak 13,4 persen menjadi 70,7 ribu
ton. Nilai ekspornya turun 13,6 persen menjadi USD313,5 juta. Filipina turun 21,2 persen
menjadi 14,4 ribu ton dengan nilai USD79 juta atau turun 21,7 persen. Dampak yang
mendalam dirasakan oleh Thailand dikarenakan bukan hanya industri produk olahan dalam
negeri yang terkena dampaknya tetapi juga industri asal jepang yang melakukan investasi di
Thailand. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memastikan, beberapa perusahaan
pengolahan ikan asal Jepang akan merelokasi pabriknya dari Thailand ke Indonesia. Hal ini
dipastikan saat kunjungan Susi Pudjiastuti ke Jepang. Selain itu, pemerintah sedang gencar
membuka investasi di sektor hilir perikanan pasca penutupan kesempatan investasi asing di
sektor hulu yaitu sektor perikanan tangkap. Selain Investor asal Jepang, dari dalam negara
Thailand sendiri juga ikut memiliki ketertarikan untuk merelokasi industrinya ke Indonesia.
Salah satu perusahaan Thailand yang ingin beroperasi di Indonesia yaitu Perusahaan Aneka
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Tuna di Thailand. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan penelitian ini.
Sebenarnya, penelitian ini bisa lebih baik lagi apabila langsung meneliti ke negara Thailand.
Penulis juga berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembaca termasuk penelitian yang
selanjutnya bisa saja meneliti dari segi diplomasinya karena penelitian ini melihat dari segi
ekonomi politik internasionalnya dimana suatu kebijakan yang dikeluarkan suatu negara bisa
saja mempengaruhi perekonomian negara lain baik dampaknya yang bisa saja besar ataupun
sebaliknya.
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